










GAMBARAN UMUM ASIA PASIFIK

A.	Cakupan Wilayah Asia Pasifik
Asia-Pasifik adalah wilayah yang mencakup pesisir "pantai Asia Timur, Asia Tenggara dan Australasia didekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara di laut Pasifik (Oceania). Walaupun deskripsi geografis kurang tepat, istilah Asia-Pasifik menjadi dikenal pada sekitar tahun 1980 an sewaktu pertumbuhan ekonomi pada wilayah heterogen ini dalam hal perdagangan saham, perdagangan umum dan bentuk lain dari interaksi ekonomi dan politik menjadi topik pembicaraan. Dimasukkannya negara-negara dikawasan Oceania seperti Australia dan Selandia Baru adalah berdasarkan relasi ekonomi diantara negara-negara tersebut dan mitra dagang mereka diwilayah Asia Timur hingga ke utara.
Dalam beberapa konteks, wilayah ini dianggap pula mencakup negara-negara utama di kawasan Asia yang terletak disekeliling lingkar luar Pasifik (Pacific-rim) yang membujur dari Oceania, hingga ke Rusia, dan turun kebawah sepanjang pantai barat Amerika. Contohnya Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik memasukkan Kanada, Chili, Rusia, Mexico, Peru, dan Amerika, dan kini sedang dipertimbangkan untuk memasukkan India.

B.	Dinamika Politik Kawasan Asia Pasifik
Kebangkitan Asia menjadi wacana yang hampir mendominasi wacana internasional semasa awal 90 an. Hal tersebut dicerminkan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan mendekatnya proses globalisasi, dimana didalamnya liberalisasi perdagangan. Globalisasi yang oleh Francais Fukuyama menggambarkan sebagai era lintas batas, dan kemudian Keniichi Ohmae​[1]​ menimpalinya dengan The End of National State. Globalisasi telah menimbulkan perubahan konstelasi tatanan dunia (sistem internasional). Perubahan yang paling cepat dan mencolok berlangsung dibidang ekonomi. Perubahan konstelasi kekuatan ekonomi berimplikasi tehadap bidang politik dan keamanan. Pada tataran ekonomi, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya dari interaksi kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. proses saling mempengaruhi, baik secara sepihak terhadap pihak lainnya, maupun secara timbal-balik, berlangsung secara global dan internasional.
Liberalisasi perdagangan tersebut dimanifestasikan oleh beberapa negara dengan mengintegrasikan kekuatan ekonomi mereka pada pasar regional. Beberapa diantaranya, EEC, APEC, AFTA, NAFTA dll. Globalisasi memberi harapan bagi terlaksanannya liberalisasi ekonomi yang menguntungkan, makin besar peran swasta terutama perusahaan kecil dan menengah. semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil.​[2]​
Kompetisi ini diharapkan mampu mendongkrak belahan negara Asia guna merubah pola importianisme menjadi eksportarianism. Kebijakan-kebijakan yang memperluas usaha bervisi ekspor akan banyak membantu Asia pada proses recovery economi setelah terhantam badai bencana krisis ekonomi. Potensi competitive advantage yang dimiliki oleh beberapa negara Asia dapat diorganisasi dengan formulasi pasar terpadu dalam kerangka regional. Formulasi yang mengedepankan kekuatan kelompok kawasan, mempunyai kecendrungan yang sangat menguntungkan. Hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan terbentuknya integrasi regional seperti: (1) interdependensi komplementer (2) penetrasi dengan berbagai bentuknya (3) efek spillover/pelimpahan yang memperbesar terjadinya unifikasi (4) aktor-aktor nasional yang relatif seimbang (menurut ukuran populasi-perekonomian dan militer).
Integrasi regional asia, khususnya pada bidang ekonomi tersebut akan mendongkrak pertumbuhan. Walaupun memang dibeberapa negara Asia masih terjadi diferensiasi pertumbuhan, namun bukan berarti hal itu tidak dapat didorong untuk maju dengan bantuan beberapa negara donor asia. 'Formasi angsa terbang', sebuah gagasan yang menunjukan kemana arah dan manuver terbang yang diikuti oleh anggota kelompok lainnya. Sinonimnya, Singapura merupakan angsa terdepan dari Sijori, Malaysia di IMT-GT dan G8 di APEC. Sponsor sebagai kepala region sangat berarti bagi formulasi tatanan baru tersebut. Kerjasama ekonomi regional yang menjalin keunggulan kompetitif dan komparatif dari anggotaanggotanya dapat menguatkan eksistensi negara-negara didalamnya. Dengan. begitu, abad Asia dikemudian hari dapat diwujudkan. Era Kebangkitan Asia, sebagaimana yang banyak diprediksi banyak pakar tentu saja tidak datang laksana turun dari langit. Dan, yang lebih terpenting dari semua itu adalah bagaimana bangsa Asia itu sendiri merespons serta aktualisasinya dalam berbagai bentuk kebijakan. Kemajuan Asia tak lepas dari nilai-nilai yang terkandung; Nilai-nilai Asia. Paradigma Asia tersebut telah memberi warna emas dan menjadi sendi pergerakan bangsa Asia dalam mewujudkan kemakmuran. Warisan peradaban Asia pantas direnungkan kembali secara intens dan dikembangkan dalam konteks global saat ini. Warisan peradaban Asia, menurut Anwar ibrahiM​[3]​, amat kaya dan mempunyai daya gugah luar biasa dalam membangkitkan semangat menuju kejayaan masyarakat Asia di masa mendatang.
Dalam perkembangan studi hubungan internasional, dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari interrelasi antar negara satu dengan lainnya.Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional. Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB. 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi). K.J.Holsti dalam buku Politik Suatu Kerangka Analisis mendefiniskan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian disiplin ilmu hubungan internasional, termasuk didalamnya perngkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia.​[4]​ 

Trygive Mathisen mengemukakan istilah hubungan internasional dalam bermacam-macam arti, yaitu:​[5]​
1.	Suatu bidang spealisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2.	Sejarah baru dari politik internasional 
3.	Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi/berasal dari suatu negara yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
4.	Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.​[6]​ 
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaankeadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak tasdi, sumber daya aksi-aksi adalah kedua pihak tersebut. Kapanpun, kita harus mengakui bahwa sumber-sumber daya yang mungkin ada hanya terdapat dalam pihak-pihak atau pelaku-peklaku yang bersangkutan. Akan tetapi, ada dua kompleksitas yang terlibat disini, yakni jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang idalami masa lalu, dan berdasarkan ini hal tersebut dapat dikatakan hahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya perilaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak seusai dengan perkiraannya.​[7]​ 
Interaksi antar negara-negara pada kontelasi internasional diantaranya melakukan hubungan ekonomi sebagai akibat dari interdependensi pemenuhan kebutuhan bagi kesejahteraan rakyatnya. Dominick Salvatore menjelaskan: Ekonomi Internasional merupakan suatu aktivitas yang diakibatkan oleh hubungan ekonomi dan keadaan saling ketergantungan antar unit-unit politik yang melintasi batas negara dan bersifat internasional.​[8]​ 
Kerjasama bilateral maupun multilateral antar negara yang terjadi pada saat ini, merupakan usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Alat dari itu adalah Politik Luar negeri. Jack .C Plano dan Roy Alton menerangkan: politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Secara spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan politik luar negeri yang spesifik yang dilaksaknakan oleh sebuah negara sebagai suatu inisiatif yang dilakukan oleh negara lain.​[9]​
Tercapainya tujuan nasional akan lebih mudah dicapai apabila kerjasama internasional dalam bentuk interaksi kelembagaan baik formal maupun non-formal. Bergulirnya era borderless community telah banyak mengubah paradigma hubungan internasional beserta substansi materi-materi pokok di dalamnya. Era ini menghapus batasan-batasan nasionalisme. Tidak lagi selalu bertumpu pada state actor, tetapi non-state actor mampu lebih berperan dalam membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi tatanan pola hubungan internasional. Pola kerjasama melalui organisasi internasional Teuku May Rudi mengemukakan organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari stuktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secar berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.​[10]​
Beberapa negara meleburkan dirinya pada organisasi internasional baik bersifat regional, bilateral, maupun multilateral, semisal NATO, ASEAN, OAU, dan lain sebagainya. European Economic Community (EEC) sebagai satu dari keberagamaan negara mampu mengaktifkan peran negara-negara anggotanya pada pentas internasional. Sehingga konstelasi internasional tidak hanya dihegemoni Amerika Serikat. Andilnya EEC menjadi bargain bagi AS. EEC mampu memperkuat eksistensi negara-negara anggotanya dalam pelbagai segi.
Begitupun dengan Asia, kebangkitan Asia yang sempat dikecap dalam beberapa tahun akan dapat diwujudkan kembali sesuai dengan usaha merekonstruksi fondasi kebangkitan tersebut. Fondasi yang diilhami dari Paradigma Asia. Untuk itu, rekonstruksi paradigma akan memberi implikasi terhadap penguatan eksistensi negara-negara Asia. Awal menuju Asia Bersatu. Dampak secara definitif menurut Thomas Baumgrater, dampak ialah akibat dari yang diterima dan dirasakan oleh salah satu pihak atau komponen dalam satu sistem karena pihak atau komponen tersebut tidak berdiri bebas atau otonom, dengan adanya peristiwa atau suatu kejadian yang menyertakan pihak atau komponen lainnya dalam suatu tindakan, maka meskipun tindakan dari pihak atau komponen lainnya itu semata-mata diprogramkan untuknya, namun akibat-akibat yang dirasakan dan diterima sifatnya inesitable (tak terelakan) disebabkan posisinya dalam sistem tersebut tidak bebas sehingga sangat mudah goyah.​[11]​
Kebangkitan Asia dan kemudian disusul dengan krisis ekonomi yang memporakporandakan bangunan ekonomi tersebut, telah memberi pelajaran sangat berarti bagi kawasan Asia untuk kemudian membangun pola tatanan baru yang konstruktif pada bidang ekonomi regionalnya. Banyak hal yang dapat diambil dari pelajaran krisis moneter yang menimpa Asia. Belajar dari kesalahankesalahan pada sistem lama, Asia akan mampu bertahan dan menjadi kekuatan baru yang kuat pasca krisis. Beberapa potensi Asia yang perlu diintegrasikan secara menyeluruh dapat dibangun dengan perlunya membangun Asia Bersatu yang berlandaskan Paradigma Asia.
Regionalisasi ekonomi sebagai pilihan utama bangunan akan banyak mempengaruhi ekonomi integral kawasan lain. Hal tersebut terlihat dari potensi pasar yang luas di Asia menjadi bargain tersendiri atas kawasan lainnya. Pemanfaatan advantage potention akan menguatkan eksistensi negara-negara Asia terhadap belahan lain. Dan bahkan bila dimungkinkan, interdependensi terhadap blok negara-negara Barat dapat diminimalisir. Asia dalam hal ini bangunan Asia Bersatu yang berlandaskan pada Paradigma Asia akan dapat bertumpu pada kerjasama regional yang kukuh serta mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia di era kompetisi global.

C.	Dampak Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik
Kebijakan luar negeri Amerika yang cenderung unilateralis, imperialis dan menekankan isu terorisme setelah peristiwa 11 September memiliki dampak yang bersifat global – artinya  tidak unik Asia Pasifik. Setelah 11 September, Presiden Bush bersumpah “tak hanya akan menghukum teroris, tapi juga negeri-negeri yang melindungi teroris”.​[12]​ Di berbagai penjuru dunia, tak hanya di Asia Pasifik, banyak negara sangat serius menyimak ancaman Amerika itu, baik didorong oleh motif solidaritas terhadap Amerika (yang terserang teror) maupun terpaksa melakukannya karena tekanan politik Amerika.
Banyak negara Asia Pasifik mengadopsi UU Anti-Terorisme yang cenderung “notorious”, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Malaysia dan Singapura yang lama telah menerapkan Internal Security Act, mirip UU Anti-Subversi di Indonesia dulu. Indonesia pun belakangan ini membuat Perpu Anti-Teroris setelah Teror di Bali. Amerika juga memperbaharui kembali dan meningkatkan hubungan militer dengan negeri-negeri di kawasan ini. Di Filipina misalnya, Amerika memperkuat kehadiran pasukannya setelah “terusir” dari situ sejak jatuhnya Ferdinand Marcos. Dan di Indonesia, Amerika juga mencabut embargo bantuan serta penjualan peralatan militer yang terhenti setelah pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor Timur. Amerika mengkaitkan bantuan ekonomi dengan “prestasi” dalam perang melawan teror.​[13]​ 
Namun, beberapa lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menyayangkan bahwa “solidaritas perang melawan teror” telah memperumit soal domestik masing-masing negara. Menurut Human Rights Watch, banyak rezim otoriter memanfaatkan “perang melawan teror” untuk menindas hak asasi dan demokrasi. Kentalnya pendekatan keamanan juga membuat banyak negara mengabaikan solusi-solusi lain yang lebih mendasar dalam memahami masalah terorisme: khususnya pendekatan ekonomi, keadilan sosial dan penegakan hukum.​[14]​
1.	Di Filipina, kehadiran militer Amerika untuk menghadapi kelompok Abu Sayyaf telah mengesampingkan kemungkinan dialog politik dengan kelompok Moro yang lebih moderat seperti MNLF-nya Nur Misuari.
2.	Di Malaysia, Pemerintah memanfaatkan “perang melawan teror” untuk mengencangkan pemakaian ISA yang anti-HAM dan anti-demokratis, membuat ketegangan politik yang kian luas dengan kelompok oposisi dalam PAS dan pendukung Anwar Ibrahim. 
3.	Di Indonesia, Perpu Anti-Terorisme telah membuka peluang dalam penguatan lembaga intelejen seperti BIN yang di masa lalu jelas telah melakukan covert-operation dengan oknum-oknum Kopassus. Bantuan militer Amerika juga memperkuat kembali posisi TNI serta sangat mungkin membuka peluang kembalinya TNI ke politik. (Belum lama ini, KSAD mengatakan bahwa militer tidak akan menghapus konsep teritorial. Dan pekan lalu, Pangab mengatakan bahwa yayasan militer yang berbisnis amsih diperlukan. Konsep terotorial dan bisnis militer adalah dua penopang penting dominasi militer).​[15]​
4.	Bahkan negeri non-otoriter seperti Australia belakangan ini dikritik telah menerapkan pendekatan keamanan berlebihan terhadap minoritas Islam di negeri itu.
“Perang melawan teror” nampaknya memang tidak mengubah secara fundamental hubungan Amerika dengan banyak negara Asia Pasifik secara umum, kecuali di kawasan Asia Tenggara. Secara umum memang terjadi perubahan prioritas dalam hubungan negara-negara di kawasan ini: dengan menempatkan isu terorisme hampir di atas segalanya. Pertemuan Apec di Mexico misalnya, hanya beberapa hari setelah Tragedi Bali, banyak didominasi isu itu. Tapi, khususnya di Asia Tenggara ada dua faktor penting yang membuat dampaknya lebih mencolok dibanding di negara-negara lain:
a.	Peran geopolitik Asia Tenggara (yang sangat penting dalam mendukung kepentingan “imperial” Amerika)
b.	Peran komunitas Islam (gabungan Indonesia-Malaysia-Brunei mewakili komunitas Islam moderat terbesar di dunia) 
Dengan dalih Asia Tenggara menjadi “luberan” sisa-sisa laskar Al Qaidah yang diberangus di Afghanistan, Amerika memperkuat kehadiran militernya di Asia Tenggara. Tapi, menguber sisa Al Qaidah nampaknya hanya satu saja motif Amerika di sini. Asia Tenggara adalah kawasan penting bagi Amerika mengingat beberapa hal:​[16]​ 
1.	Jalur lalu lintas penting baik tanker minyak maupun kapal-kapal selam Amerika.
2.	Salah satu kawasan yang kaya akan minyak dan tambang berharga (emas) yang diminati perusahaan multi-nasional Amerika. 
3.	Jika ekonomi membaik dan politik stabil, kawasan ini merupakan pasar yang sangat makmur. 
4.	Dengan hadir di sini, Amerika bisa memantau dan menangkal gerak militer Cina, satu-satunya kekuatan yang potensial menandingi Amerika (Amerika lebih takut pada kekuatan militer dan ekonomi Cina ketimbang kepada kelompok radikal Islam yang tercerai-berai di sini) 
5.	Penting bagi Amerika untuk memiliki hubungan baik dengan kalangan Islam moderat di Asia Tenggara, khususnya jika Amerika ingin melakukan “regime change” di Timur Tengah yang tidak hanya menjatuhkan Saddam Hussein tapi juga mengubah secara radikal politik Timur Tengah.
6.	Sikap unilateralis Amerika, dan karena Amerika dominan, akan memperlemah posisi perjanjian-perjanjian internasional serta peran organisasi-organisasi regional maupun internasional. 
7.	Sikap unilateralis itu juga memperkental citra double-standard Amerika dalam hubungan internasional (sangat jelas dalam penolakannya terhadap International Criminal Court). Itu juga akan memperlemah penghormatan kepada sendi hukum internasional, suatu hal yang sangat membahayakan.
8.	Melemahnya komitmen domestik Amerika terhadap hak asasi manusia dan demokrasi akan mudah menjadi dalih banyak rezim di Dunia Ketiga terus melanggar HAM dan menindas proses demokratisasi politik (Di Indonesia, bukan tak mungkin proses demokratisasi berbalik arah menuju otoritarianisme seperti di masa Orde Baru) 
9.	Kentalnya pendekatan keamanan (dan prioritas berlebihan dalam menangani masalah terorisme) membuat banyak negara lupa mengobati masalah-masalah mendasar: keadilan sosial-ekonomi dan penegakan hukum yang justru sering menjadi akar dari aksi terorisme. 
10.	Ambisi imperial Amerika akan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Pasifik, khususnya dengan Cina (dalam bidang militer dan ekonomi-perdagangan) dan dengan Jepang (dalam bidang perdagangan). 
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